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BUPATI MURUNG RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Murung Raya perlu dilakukan penyesuaian tunjangan

kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah pada besaran tunjangan perumahan dan tunjangan

trasportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Murung Raya.

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai besaran

tunjangan perumahan dan tunjangan trasportasi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana

dimaksud pada Pasal 17 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito

Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak

keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

10. Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2017

Tentang Hak Keuangan Dan Aministratif Pimpinan Dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 33);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan Dan Aministratif Pimpinan Dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Murung Raya Tahun 2017 Nomor 172, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATE PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Menetapkan :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun

2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 17), diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran VIII diubah, sehingga bunyi Lampiran

VIII adalah sebagai berikut :

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN

ANGGOTA DPRD KABUPATEN MURUNG RAYA

Tunjangan Perumahan
Yang Diterima_(Rp}_

No Pimpinan dan Anggota

Rp. 40.000.000,-/bulanKetua1.

Rp. 20.000.000,-/ bulan

Rp. 16.500.000,-/bulan

2. Wakil Ketua

Anggota3.
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2. Ketentuan Lampiran IX diubah, sehingga bunyi Lampiran IX

adalah sebagai berikut :

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD

KABUPATEN MURUNG RAYA

Tunjangan Transportasi
Yang DiterimaNo Anggota

(Rp)

1. Anggota DPRD Rp. 16.900.000,-/bulan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

-pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
VERIFIKASI I UJI PETIK

PRODUK HUKUM daiairHBeHta Daerah Kabupaten Murung Raya.
LINGKUP PEMDA MURA
BAGIAN HUKUM SETDA

KAB. MURUNG RAYA
Ditetapkan di Puruk Cahu

pada tanggal 2/5ÿnuari 2018

BUPATI MURUNG RAYA,

PEJABAT

PAfÿ?;

! SEKDA

SlSTEN

.3AG HUKUM
Ur TÿrKS3 BAG
L

STAP PEMERIKSA
MATERI PERDIE

STAF PENDISTRIBUSIAN

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Januari 2018

SKRÿTARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,r H

SE

I
iSYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 1
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